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LEMBAGA KERJASAMA 
(LKS) BIPARTIT

MOTTOMOTTO
DUDUK BERSAMA, BERPIKIR 

MENCARISOLUSI 
KEPENTINGAN 

BERSAMA

UNTUK

Tugas LKS Bipartit sebagai berikut:

APAKAH LKS BIPARTIT ITU?

Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan hubungan indrustrial di satu Perusahaan 

yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat 

pekerja / serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

atau unsur pekerja/buruh.  

Sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara 

pengusaha dengan wakil serikat perkerja/ serikat buruh 

dan / atau wakil pekerja / buruh dalam rangka 

pengembangan hubungan indrustrial untuk kelangsungan 

hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan,

termaksuk kesejahteraan pekerja / buruh.

1. Melakukan pertemuan secara periodik dan / 

atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

Lembaga Kerjasama Bipartit adalah:

Setiap Perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) 

orang pekerja/buruh atau  lebih Wajib membentuk  LKS 

BIPARTI,  sedangkan perusahaan yang memperkerjakan 

kurang dari 50 (lima puluh ) orang pekerja/ buruh secara

 suka rela

APA FUNGSI DAN TUGAS LKS BIPARTI ?

Fungsi LKS Bipartit

LKS Bipartit tidak berfungsi untuk menyelesaikan

perselisihan hubungan indrustrial

Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi 

pekerja / buruh dalam rangka mencegah terjadinya 

permasalahan hubungan insdrustrial di perusahaan

2.

Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada 
pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja / 
serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan 
kebijakan perusahaan.

3.

BAGAIMANA TATA CARA 
PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT?

LKS Bipartit terbentuk oleh unsur perngusaha 
dan unsur pekerja / buruh dan / atau serikat 
pekerja / serikat buruh. 

unsur pekerja / buruh

1. 

Dalam hal di Perusahaan terdapat 1 (Satu) 

serikat pekerja / serikat buruh dan semua 

pekerja / buruh menjadi anggota serikat 

pekerja / serikat buruh tersebut, maka 

secara otomatis mengurus serikat pekerja. 
serikat buruh menunjuk wakilnya dalam 

LKS Biparti;

Dalam hal di Perusahaan belum terbentuk 

serikat pekerja / serikat buruh, maka yang 

mewakili pekerja, buruh dalam LKS Bipartit 

aladah pekerja / buruh yang dipilih 

secara demokratis;

a. 

b. 

Dalam hal di Perusahaan terdapat lebih 

dari 1 (satu serikat pekerja / serikat buruh

dan seluruh pekerja buruh menjadi

anggota serikat pekerja / serikat buruh

maka yang mewakili dalam LKS Bipartit 

adalah wakil masing-masing serikat 

pekerja / serikat buruh yang perwakilannya 

di tentukan secara proposional;

c. 

Dalam hal di perusahaan terdapat 1 ( satu ) 

serikat pekerja / serikat buruh dan ada 

pekerja / buruh yang tidak menjadi anggota

serikat pekerja / serikat buruh maka serikat

pekerja / serikat buruh tersebut menunjuk 

wakilnya dalam LKS Bipartit dan pekerja 

buruh yang tidak menjadi anggota serikat 

pekerja / serikat buruh menunjuk wakilnya 

yang dipilih secara demokratis;

d. 

Pengusaha dan Wakil serikat pekerja / serikat 

buruh atau wakil pekerja / buruh melaksanakan 

pertemuan untuk: 

Tata cara pembentukan LKS Biparti 

dilaksanakan sebagai berikut :

Pengusaha dan wakil serikat pekerja/ serikat buruh 

dan /atau wakil pekerja/ buruh mengadakan 

musyawarah untuk membentuk, menunjuk dan 

menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan;

Anggota LKS Bipartit sebagaimana dimaksud dalam

huruf (a.) menyepakati dan menetapkan susunan 

pengurus LKS Bipartit;

Pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartit 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani 

oleh pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat 

buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan.

a.

b.

c.

Dalam hal di Perusahaan tersebut lebih dari 

1 (satu serikat pekerja / serikat buruh dan 

ada pekerja / buruh yang tidak menjadi 

anggota serikat pekerja / serikat buruh, 

maka masing-masing pekerja / serikat buruh

menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit secara 

Proposional dan pekerja / buruh yang tidak 

menjadi anggota serikat pekerja / buruh 

menunjuk wakilnya yang dipilih secara 

demokratis.

e. 

2.

a.

b.
Membentuk LKS Bipartit;

Menetapkan Anggota LKS Bipartit;

segala biaya yang diperlukan untuk 

pembentukan dan pelaksanaan kegiatan 

LKS Bipartit dibedakan pada 

perusahaan

3. 

ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1 : 1 yang 

jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 

6 (enam) orang.

BAGAIMANA PERGANTIAN DAN BERAKHIRNYA 

KEPENGURUSAN LKS BIPARTIT ?

Pengertian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya 

masa jabatan dapat dilakukan atau usul dari unsur yang 

diwakilinya. Maka jabatan kepengurusan LKS Bipartit 

berakhir apabila :
a.

b.

c.

meninggal dunia

mutasi

mengundurkan diri 

sebagai anggota lembaga

Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit 3 (tiga) tahun

BAGAIMANA KOMPOSISI 
KEPENGURUSAN LKS 

BIPARTIT ? Kepengurusan LKS Bipartit 

diganti atas usul dari unsur 

yang diwakilinya

sebab-sebab lain yang 

menghalangi tugas-tugas 

dalam kepengurusan lembaga

d.

e.

BAGAIMANA TATA KERJA LKS BIPARTIT?

LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekuran-kurangnya 

1 (satu) ali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu

Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, 

unsur pekerja/buruh atau dari pengurus LKS Bipartit.

LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara 

periodik Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya 

di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif 

dan komunikatif.

Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan 

yang dilakukan kepada pimpinan perusahaan.

Pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali melaporkan kepada instansi yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota. 
Instansi yang bertanggungjawab 

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota secara 

berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali melaporkan 

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

Ketenagakerjaan Provinsi.

Pelaporan

Instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan Provinsi berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali melaporkan kepada Menteri melelui 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja.


	Page 1

